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A. IDENITAS MATAKULIAH

1. Nama matakuliah
 
: Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan

2. Kode Matakuliah

: AP 416

3. Bobot Sks


: 2 sks

4. Kelompok matakuliah

: MKK Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI
5. Dosen penanggungjawab
: Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
6. Anggota

       
: Nani Hartini, M.Pd

B. TUJUAN MATAKULIAH
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar tentang beberapa konsep, teori dan model-model pendekatan dalam pembangunan pendidikan, sehingga para mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dasar tentang makna pentingnya suatu proses perencanaan  yang komprehensif, sistematif, dan efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan.

C. DESKRIPSI ISI
Konsep dasar berkenaan dengan definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip; Teori berkenaan dengan nomenklatur, struktur dan tingkatan, jenis dan bentuk perencanaan; Model berkenaan dengan pendekatan, metode dan teknik-teknik yang digunakan. Di samping itu, ditunjan pula oleh pengayaan pemahaman tentang keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial-ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, baik pada tingkatan makro, mezzo dan mikro.

D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Metode 
: ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah.
Tugas

: harian individual, kerja kelompok, makalah individual.
Media

: in-focus dan online.
E. EVALUASI
Evaluasi difokuskan pada aspek: (1) Partisipasi kehadiran di kelas langsung dan kelas online, (2) Tugas individual dan kelompok, (3) Ujian tengah semester, dan (4) Ujian akhir semester
F. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN
Pokok-pokok materi dalam setiap pertemuan dirancang sebagai berikut:
	Kuliah Ke
	Topik Materi Perkuliahan

	1
	Introduksi mata kuliah, strategi perkuliahan dan kontrak belajar

	2
	Wawasan dasar pendidikan, administrasi pendidikan dan perencanaan pendidikan

	3
	Problema dan tantangan dalam pembangunan, serta peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan pendidikan

	4
	Definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan

	5
	Nomenklatur, struktur/tingkatan, jenis dan bentuk perencanaan pendidikan

	6
	Pendekatan, metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam perencanaan pendidikan

	7
	Proses perencanaan pendidikan

	8
	Ujian Tengah Semester

	9
	Keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial-ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, baik pada tingkatan makro, mezzo dan mikro.

	10
	Keterkaitan system perencanaan dengan penganggaran dalam pendidikan

	11
	Pengenalan model manajemen stratejik, perencanaan stratejik dan program stratejik, serta politik perencanaan pendidikan

	12
	Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia

	13
	Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia (lanjutan)

	14
	Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia (lanjutan)

	15
	Review akhir perkuliahan

	16
	Ujian Ahir Semester
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